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ABSTRAK 

Siti Zulaikha Attira (2023): Pelaksanaan Pasal 10 Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 tentang 

Harga Eceran Minyakita di Pasar Selasa Panam 

Pekanbaru ditinjau Menurut Fiqh Muamalah 

 

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya penetapan harga minyak 

goreng merek Minyakita yang ditetapkan pedagang melebihi dari Harga Eceran 

Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Pemerintah khususnya dalam Pasal 10 

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2022 

tentang Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah  bagaimana penetapan harga 

minyak goreng merek Minyakita yang ditentukan oleh Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 dalam pasal 10, apa saja faktor yang 

menyebabkan harga jual minyak goreng merek Minyakita melebihi dari Harga 

Eceren Tertinggi (HET), serta bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap 

praktik jual beli minyak goreng merek Minyakita yang melebihi Harga Eceran 

Tertinggi (HET). 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field 

research) yang berlokasi di Pasar Selasa Panam Kota Pekanbaru. Adapun yang 

menjadi subek dalam penelitian ini adalah penjual dan pembeli minyak goreng 

merek Minyakita dan yang menjadi objek penelitian ini adalah jual beli minyak 

goreng Minyakita yang melebihi harga eceran tertinggi (HET) di Pasar Selasa 

Panam Kota Pekanbaru. Penulis mengambil sampel dari populasi sebanyak 12 

orang yang terdiri dari 4 penjual dan 8 pembeli minyak goreng merek Minyakita 

dengan teknik accidental sampling. Sumber data dari penelitian ini terdiri dari 

data primer dan data sekunder. Adapun metode pengumpulan data melalui 

observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka, kemudian dianalisa 

menggunakan analisa deksriptif kualitatif. 

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Peraturan Menteri Nomor 49 

Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat dalam pasal 10 

mengenai penetapan harga eceran tertinggi minyak goreng merek Minyakita tidak 

dijalankan oleh pedagang di Pasar Selasa Panam Kota Pekanbaru, hal tersebut 

disebabkan oleh faktor tingginya harga modal yang didapatkan pedagang dari 

sales yang meletakan minyak goreng di Pasar Selasa Panam. Serta ditinjau dari 

fiqh muamalah penetapan harga terhadap minyak goreng merek Minyakita ini 

adalah boleh, karena adanya kerelaan antara dua belah pihak yang berakad, 

dimana pembeli ridho jika harga jual tidak sesuai dengan harga yang telah 

ditentukan Pemerintah. 

 

Kata Kunci: Penetapan Harga, Minyakita, Peraturan Menteri Perdagangan 

Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam merupakan agama yang sempurna juga mengatur berbagai aspek 

kehidupan manusia, baik akidah, akhlak maupun muamalah. Menurut bahasa, 

muamalah berasal dari kata ( (  عاٍيتٍ –ٌعاٍو  –عاٍو  sama dengan wazan: 

(ٍفاعيت –ٌفاعو  –فاعو )  yang artinya saling bertindak, saling berbuat dan 

saling mengamalkan.
1
 Menurut istilah pembagian muamalah terbagi menjadi 

dua macam, yaitu dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas muamalah 

merupakan aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam 

kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Sedangkan dalam 

arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur 

hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh 

dan mengembangkan harta benda. 

Al-Fikri dalam kitabnya “Al-Muamalah al-Madiyah wa al-Adabiyah”, 

menyatakan bahwa muamalah dibagi menjadi dua, yaitu:
2
 

1. Al-Muamalah al-madiyah merupakan muamalah yang mengkaji objeknya 

karena objek fiqh muamalah adalah benda yang halal, haram, syubhat 

untuk diperjualbelikan, benda yang memudaratkan dan benda yang 

mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, serta dari segi lainnya. 

                                                 

1
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 1. 

2
Ibid., h. 4.  
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2. Al-Mu’amalah al-adabiyah merupakan muamalah yang ditinjau dari segi 

cara tukar menukar benda yang bersumber dari panca indra manusia. 

Salah satu ruang lingkup pembahasan madiyah ialah masalah jual beli. 

Dalam istilah fiqh Islam jual beli disebut dengan al-ba’i yang berarti menjual, 

mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Menurut istilah 

(terminologi) jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang 

dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang 

lain atas dasar saling merelakan.
3
 Dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah 

suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai 

secara sukarela di antara kedua belah pihak, dimana yang satu menerima 

benda-benda dan pihak lainnya menerima sesuai dengan perjanjian ataupun 

ketentuan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati.
4
  

Al-Qur’an membenarkan adanya jual beli berdasarkan firman Allah 

SWT dalam surah Al-Baqarah (2): 275 yang berbunyi: 

ب   َُ اىشِّ ْ٘ َِ ٌأَمُْيُ ٌْ ًُ اىَّزِيْ ٌتَخََبَّطُُٔ ااىََّزِ ْ٘ ا ٌقَُ ََ َُ الََِّ مَ ْ٘ ٍُ ْ٘ ٍْط  ٘ا لََ ٌقَُ ََسِّ  ىشَّ َِ اىْ ٍِ ىلَِ ر   ُِ 

  ْ٘ ٌْ قاَىُ ُ ب  باََِّّٖ ثْوُ اىشِّ ٍِ ٍْعُ  ا اىْبَ ََ ُ  ٘ا  ا اَِّّ
احََوَّ اّلل  ب  َٗ ًَ اىشِّ حَشَّ َٗ ٍْعَ  ِْ جَا   ٘ا   اىْبَ ََ ٓ  فَ عِظتٌَ  ءَ ْ٘ ٍَ

  ٔ بِّ ِْ سَّ ٍِّ   ٖ ّْتَ ٔ  فاَ ا سَيفََ   ى فيََ ٍَ    ٓ شُ ٍْ اَ َٗ  ِ
ِْ عَادَ فَ     اىِىَ اّلل  ٍَ َٗ 

ٌْ  بُ اىَّْاسِ ۚلَ اصَْح  ى ِ اُٗى   ُٕ

ٍْٖاَ خ   َُ فِ ْٗ  يِذُ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan 

seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang 

demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. 

Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. 

Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, 

                                                 

3
 Ibid., h. 67. 

4
 Ibid., h. 68-69. 
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maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan 

urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka 

mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” 

 

Jual beli merupakan bagian dari ta’awun (saling menolong). Bagi 

pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan 

bagi penjual berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. 

Praktik jual beli biasanya dilakukan ditempat dimana ada interaksi dan 

transaksi antara penjual dan pembeli, atau lebih sering disebut pasar. Dalam 

kehidupan sehari-hari, keberadaan pasar sangatlah penting karena para 

konsumen atau pembeli datang ke pasar untuk berbelanja dan memenuhi 

kebutuhannya. 

Harga merupakan suatu yang penting dalam jual beli. Para ulama fiqh 

membedakan harga menjadi dua, pertama al-tsaman adalah harga pasar yang 

berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual. Kedua as-si’r adalah modal 

barang yang seharusnya diterima para pedagang.
5
 Oleh karena itu, perlu adanya 

standar harga dalam jual beli. Secara umum, harga yang adil merupakan harga 

yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga 

merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain.
6
 Agar tidak terjadi 

hal yang menyimpang atau merugikan salah satu pihak, Islam telah mengatur 

dengan baik bagaimana tata cara jual beli yang seharusnya.   

                                                 

5
 Muhammad Ridwan, “Tinjaun Fiqh Muamalah terhadap Penetapan Harga Sistem 

Prasmanan di Warung Geprek (Waprek) Jalan Taman Karya Kota Pekanbaru”, (Skripsi: 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), h.  

6
 Sri Sudiarti, “Mekanisme Pasar sebagai Penentu Harga (Analisis Pemikiran Ibn 

Taimiyah)” dalam Studia Economica, Volume 1., No. 1., (2015), h. 108. 
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Dalam jual beli terdapat penentuan harga yang merupakan salah satu 

aspek penting. Dalam konsep ekonomi Islam, harga itu ditetantukan oleh 

adanya keseimbangan dan penawaran. Keseimbangan dapat terjadi apabila 

kedua belah pihak yang melakukan transaksi itu saling rela. Akan tetapi, 

apabila para pedagang menaikkan harga di atas batas kewajaran, maka seorang 

penguasa atau pemerintah harus campur tangan dalam menetapkan harga 

standar dengan tujuan untuk melindungi hak-hak milik orang lain dan 

mencegah terjadinya penimbunan barang. Pengaturan harga ini diperlukan 

apabila kondisi pasar tidak menjamin adanya keuntungan disalah satu pihak.  

Ada banyak sekali jenis transaksi jual beli yang dilakukan di pasar, 

salah satunya adalah jual beli minyak goreng. Minyak masakan atau lebih 

dikenal dengan istilah minyak goreng adalah minyak atau lemak yang berasal 

dari pemurnian bagian tumbuhan, hewan, atau dibuat secara sintetik yang 

dimurnikan dan biasanya digunakan untuk menggoreng makanan.
7
 Minyak 

goreng merupakan salah satu kebutuhan rumah tangga yang sangat penting 

karena konsumsi minyak di masyarakat sangat tinggi, hal ini dapat dilihat 

bahwa makanan yang digoreng cenderung diminati daripada makanan yang 

direbus.  

Namun beberapa waktu lalu keberadaan minyak goreng mengalami 

kelangkaan, hal ini membuat harga jual terhadap minyak goreng pun 

melambung tinggi  melebihi harga biasanya. Setelah mengalami kenaikan 

harga yang cukup tinggi terhadap minyak goreng, pemerintah berupaya untuk 

                                                 

7
Wikipedia, “Minyak Masakan”, artikel dari https://id.wikipedia.org/wiki/Minyak_masakan. Diakses pada tanggal 13 

Juni 2023. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Minyak_masakan


5 

 

 

menstabilkan harga minyak goreng. Salah satu upaya yang dilakukan 

pemerintah dengan meluncurkan program Minyak Goreng Kemasan Rakyat 

(MGKR) dengan merek Minyakita. Dimana program ini bertujuan untuk 

memberikan alternatif bagi para pelaku usaha atau pelaku rumah tangga 

konsumen untuk memenuhi kebutuhan akan minyak goreng.  

Sementara itu, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 

mengeluarkan Peraturan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program 

Minyak Goreng Rakyat, baik berupa minyak goreng curah ataupun dalam 

bentuk kemasan merek Minyakita. Dalam pasal 10 dijelaskan bahwa penjualan 

minyak goreng rakyat harus mematuhi Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp. 

14.000 per liter untuk minyak goreng kemasan merek Minyakita dan Rp. 

15.500 per kilogram untuk minyak curah. Harga Eceran Tertinggi (HET) 

tersebut ditetapkan untuk menjaga stabilitas harga agar bisa dijangkau oleh 

seluruh masyarakat yang membutuhkan minyak goreng.
8
  

Walaupun terdapat Peraturan Menteri yang mengatur tentang harga 

penjualan tertinggi minyak goreng merek Minyakita, namun berdasarkan hasil 

observasi penulis di Pasar Selasa Panam Kota Pekanbaru masih banyak 

ditemukan pedagang yang menjual minyak goreng merek Minyakita ini diatas 

Harga Eceran Tertinggi (HET). Sehingga penulis ingin mengkaji lebih dalam 

sebuah penelitian dengan judul “Pelaksanaan Pasal 10 Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Harga Eceran Minyakita di 

Pasar Selasa Panam Pekanbaru ditinjau Menurut Fiqh Muamalah.” 

 

                                                 

8
 Andrico Septian, Kepala Bidang Perindrustian dan Perdagangan Kota Pekanbaru,  

Wawancara, Pekanbaru, 08 Juni 2023. 
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B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang 

ada, maka penulis memberikan batasan masalah, yaitu pada ketentuan harga 

minyak goreng merek Minyakita menurut Peraturan Menteri Perdagangan 

Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2022 dalam pasal 10, faktor penyebab 

terjadinya harga jual minyak goreng Minyakita yang melebihi harga eceran 

tertinggi di Pasar Selasa Panam Kota Pekanbaru, dan tinjauan fiqh muamalah 

terhadap praktik jual beli minyak goreng merek Minyakita di Pasar Selasa 

Panam Kota Pekanbaru pada bulan Juni tahun 2023. 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari batasan masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah yang 

akan dikaji dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana ketentuan harga minyak goreng merek Minyakita menurut 

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 

2022 tentang Program Minyak Goreng Rakyat dalam Pasal 10? 

2. Apa saja faktor penyebab harga jual minyak goreng merek Minyakita di 

Pasar Selasa Panam Kota Pekanbaru melebihi harga eceran tertinggi? 

3. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik jual beli minyak 

goreng Minyakita di Pasar Selasa Panam Kota Pekanbaru? 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan harga minyak goreng merek 

Minyakita menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik 

Indonesia Nomor 49 Tahun 2022 dalam pasal 10. 

2. Untuk mengetahui apa saja faktor penyebab harga jual minyak 

goreng merek Minyakita di Pasar Selasa Panam Kota Pekanbaru 

melebihi harga eceran tertinggi. 

3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap 

praktik jual beli minyak goreng Minyakita di Pasar Selasa Panam 

Kota Pekanbaru. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun  manfaat penelitian ini sebagai berikut: 

1. Secara praktis, manfaat penelitian ini adalah untuk menambah 

wawasan masyarakat khususnya tentang harga eceran tertinggi 

minyak goreng merek Minyakita yang diatur dalam Peraturan 

Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2022 

tentang Program Minyak Goreng Rakyat Pasal 10 dan mekanisme 

harga jual minyak goreng merek Minyakita yang ada di Pasar Selasa 

Panam Pekanbaru, serta memahami bagaimana hukum mengenai 

harga jual yang melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang ditinjau 

dari Fiqh Muamalah. 

2. Secara teoritis, manfaat penelitian adalah diharapkan sebagai 

khazanah dalam bidang ilmu pengetahuan Hukum Ekonomi Syariah. 
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3. Sebagai salah satu syarat bagi penulis agar bisa menyelesaikan 

perkuliahan program S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Program S1 

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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BAB II 

TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kerangka Teoritis 

1. Pengertian Jual Beli dan Dasar Hukum Jual Beli 

Jual beli atau perdagangan dalam bahasa Arab sering disebut dengan 

kata al-Ba’i, al-Tijarah, dan al-Mubadalah,
9
 sebagaimana firman Allah 

SWT:  

َُ مِت   ْ٘ َِ ٌتَْيُ ٌْ ِ َُّ اىَّزِ
ي  بَ اّلل  ََّ ٘ا اى ٍُ اقَاَ َٗ   ٍِ ا  ْ٘ ّْفقَُ اَ َٗ ْ  ٘ةَ  ا سَصَقْ عَلٍََِّتًَّ ََّ َّٗ ا  ٌْ سِشًّّ ُٖ

سَ   ْ٘ ِْ تبَُ َُ تجَِاسَةًّ ىَّ ْ٘  ٌَّشْجُ

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-

Qur’an) dan melaksanakan salah dan menginfakkan sebagian rezeki 

yang Kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-

terangan, mereka itu mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak 

akan rugi.” QS. Faatir (35): 29 

 

Secara terminologi jual beli adalah tukar menukar harta atas dasar 

suka sama suka.
10

 Jual beli merupakan aktivitas yang hukumnya boleh 

berdasarkan kitabullah dan sunnah rasul-Nya serta ijma’ seluruh umat 

Islam.
11

 Salah satunya adalah firman Allah SWT: 

ب  ٘ا   ًَ اىشِّ حَشَّ َٗ ٍْعَ  ُ  اىْبَ
احََوَّ اّلل  َٗ  

   

“…Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan telah mengharamkan 

riba…” QS. Al-Baqarah (2): 275 

                                                 

9
 Hendi Sehendi, op. cit., h. 67. 

10
 Siti Mujiatun, “Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna” dalam Jurnal Riset 

Akuntansi dan Bisnis, Volume 13., No. 2., (2013), h. 204. 

11
 Ahmad Sarwat, Fiqh Jual-Beli, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 6. 
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Dalam surah An-Nisa (4): 29 yang berbunyi: 

َُ تجَِ  شَةًّ عَِ تشََاضٍ  ٍْْنٌَُ بِ ٱىْبَ  طِوِ إلََِّ   أَُ تنَُ٘ َ٘  ىنٌَُ بَ ٍْ   أَ
٘  ا  ُْ٘ا   لََ تأَمُْيُ ٍَ َِ ءَا  أٌَُّٖاَ ٱىَّزٌِ

  ٌَ

ا ًَّ ٌْ سَحٍِ َُ بِنُ َ مَ ا َُّ ٱللََّّ ٌْ ۚ إِ   أَّفسَُنُ
٘  ا  لََ تقَْتيُُ َٗ  ۚ ٌْ ْنُ ٍِّ  

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam 

perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. 

Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha 

Penyayang kepadamu.” 

 

Dalam hadist Ibnu Umar yang, Rasulullah SAW bersabda: 

ٌْ ٌتَفَشََّ  ا ىَ ٍَ ا باِىْخٍِاَسِ  ََ ُْْٖ ٍِ احِذٍ  َٗ ُِ فنَُوُّ  جُلََ ْٗ ٌخٍَُِّشُ إِرَا تبَاٌَعََ اىشَّ ا أَ ٍْعًّ َِ مَاّاَ جَ َٗ قاَ 

قاَ  ُْ تفَشََّ إِ َٗ ٍْعَ  جَبَ اىْبَ َٗ ا اَخَشَ فتَبَاٌَعََا عَيىَ رَىلَِ فقَذَْ  ََ ُْ خٍََّشَ أحََذُُٕ ِ خَشَ فئَ َْ ا ا ََ أحََذُُٕ

ٍْعَ  جَبَ اىْبَ َٗ ٍْعَ فقَذَْ  ا اىْبَ ََ ُْْٖ ٍِ احِذٌ  َٗ ٌْ ٌتَْشُكْ  ىَ َٗ ُْ تبَاٌَعََا   بعَْذَ أَ

“Apabila ada dua orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-

masing dari mereka (mempunyai) hak khiyar, selama mereka belum 

berpisah dan mereka masih berkumpul atau salah satu pihak 

memberikan hak khiyarnya kepada pihak yang lain…” (HR Bukhari 

dan Muslim)
12

 

 

2. Rukun dan Syarat Jual Beli 

Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli yaitu adanya ijab dan qabul 

saja yang menunjukan sikap saling tukar menukar atau saling memberi. 

Ijab dan qabul adalah perbuatan yang menunjukan kesediaan dua pihak 

untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain dengan 

menggunakan perkataan atau perbuatan.
13

  

  

                                                 

12
 Al Hafizh Ibn Hajar Al Asqalani, Terjemahan Bulughul Maram, ahli bahasa Moh 

Machfuddin Aladip, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1985), h. 407. 

13
 Ahmad Wardi Muslich, Fikih Muamalah, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 179. 
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Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat, yaitu: 

a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli). 

b. Sighat (lafadz ijab dan qabul). 

c. Ada barang yang dibeli. 

d. Ada nilai tukar pengganti barang.
14

 

Adapun syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut: 

a. Syarat-syarat orang yang berakad, yaitu berakal dan yang melakukan 

akad itu adalah orang yang berbeda. 

b. Syarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul yaitu, orang yang 

berakad telah balig dan berakal serta qabul sesuai dengan ijab. 

c. Syarat-syarat barang yang diperjual belikan (Ma’qud ‘Alaih), yaitu 

barang yang diperjual belikan ada, barang tersebut bermanfaat, barang 

tersebut hak milik sendiri atau orang lain dengan kuasa atasnya, dan 

barang boleh diserahkan saat akad berlangsung.
15

 

3. Macam-macam Jual Beli 

Macam-macam jual beli sangat banyak jumlahnya, namun dapat 

dibagi menjadi beberapa bagian dari beberapa segi, yaitu:
16

 

a. Ditinjau dari segi sifatnya, jual beli terbagi menjadi dua bagian: 

1) Jual beli yang shahih 

Jual beli shahih adalah jual beli yang disyariatkan dengan 

memenuhi syarat asalnya dan sifatnya, atau dengan kata lain 

                                                 

14
 Iin Yuliastutik, “Pendapat Ulama MUI Kota Malang terhadap Jual Beli Acount Clash 

of Clans (COC)” dalam Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah, Volume 7., No. 1., (2016), h. 93. 

15
 Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2012), h. 71.  

16
 Ahmad Wardi Muclish, op.cit., h. 201. 



12 

 

 

jual beli shahih adalah jual beli yang tidak terjadi kerusakan, 

baik pada rukunnya maupun syaratnya. 

2) Jual beli ghairu shahih 

Jual beli ini tidak dibenarkan oleh syara’ dan dinamakan jual 

beli bathil. Jual beli ini adalah jual beli yang tidak terpenuhi 

objeknya atau tidak dilegalkan baik hakikat maupun sifatnya. 

b. Ditinjau dari shighat, terbagi menjadi dua bagian: 

1) Jual beli mutlaq, yaitu jual beli yang dinyatakan dengan 

shighat (redaksinya) yang bebas dari kaitannya dengan syarat 

dan sandaran kepada masa yang akan datang. 

2) Jual beli ghairu mutlaq, yaitu jual beli yang redaksinya 

dikaitkan dengan syarat atau disandarkan kepada masa yang 

akan datang. 

c. Ditinjau dari segi hubungan dengan objek jual beli, dalam hal ini 

dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: 

1) Jual beli muqayadhah merupakan jual beli barang dengan 

barang, misalnya jual beli binatang dengan binatang, beras 

dengan gila, atau mobil dengan mobil. 

2) Jual beli sharf, ialah tukar menukar emas dengan emas, perak 

dengan perak, atau menjual salah satu dari keduanya. 

3) Jual beli salam, merupakan jual beli dengan cara memesan 

terlebih dahulu yang disebutkan sifatnya dan ukurannya, 

sedangkan pembayarannya dilakukan tunai. 
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d. Dilihat dari segi pembayarannya tempo atau tunai, jual beli terbagi 

menjadi empat bagian: 

1) Jual beli tunai (bai’ an-naqd), yaitu jual beli dimana harga 

(tsaman) dan barang (mutsaman fiih) diserahkan secara tunai. 

2) Jual beli utang dengan utang (bai’ ad-dain bi ad-dain), yaitu 

jual beli dimana harga dan barang diserahkan nanti (tempo). 

Ini termasuk jual beli terlarang. 

3) Jual beli tempo (al-bai’ li ajal), yaitu jual beli dimana harga 

dibayat tempo, sedangkan barang dibayar tunai. 

4) Jual beli salam, dimana barang diberikan nanti (tempo), tetapi 

harga di bayar tunai (dimuka). 

4. Pengertian Penetapan Harga 

Harga merupakan nilai atau uang yang diberikan pelanggan sebagai 

imbalan atas penawaran tertentu terhadap barang yang mereka inginkan.
17

 

Dengan kata lain harga itu merupakan jumlah nilai yang harus dibayar 

konsumen demi memiliki atau mendapatkan keuntungan dari sebuah 

produk atapun jasa. 

Dalam berbagai usaha, penentuan harga barang dan jasa merupakan 

suatu strategi kunci sebagai akibat dari persaingan ekonomi yang semakin 

ketat. Kesalahan dalam penentuan harga dapat menimbulkan berbagai 

konsekuensi yang berdampak panjang. Tindakan penetapan harga yang 

                                                 

17
 Umam, “Pengertian Harga: Fungsi, Jenis, Tujuan, dan Contohnya”, artikel dari 

https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-harga/. Diakses pada 27 Januari 2023.  
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melanggar etika dapat menyebabkan para pelaku usaha tidak disukai oleh 

para pembeli.
18

  

Dalam teori ekonomi dikatakan bahwa harga, nilai dan manfaat 

merupakan konsep yang saling berkaitan. Harga dikenal sebagai alat ukur 

yang sehari-hari kita sebut dengan rupiah. Definisi harga secara sederhana 

akan muncul ketika kita menyebutkan harga satu kilo apel atau harga 

sebuah meja.
19

 

Konsep harga menurut Ibnu Taimiyah, harga yang adil pada 

hakikatnya telah digunakan sejak awal kehadiran agama Islam. Al-Qur’an 

sangat menekan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. 

Dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2): 278 yang 

berbunyi: 

 َِ ٍْ ِْ ٍِ ؤْ ٍُّ  ٌْ ْْتُ ُْ مُ ٘  ا اِ ب   َِ اىشِّ ٍِ  ًَ ا بقَِ ٍَ ا  ْٗ رَسُ َٗ   َ
ُْ٘ا اتَّقُ٘ا اّلل  ٍَ  

َِ ا  ٌْ ٌ   اٌَُّٖاَ اىَّزِ   

“Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan 

sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang 

beriman.” 

5. Mekanisme Penetapan Harga dalam Perspektif Islam 

Harga biasanya dijadikan penukar barang yang diridai oleh kedua 

belah pihak yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli.
20

 

Qardhawi menyatakan bahwa jika penentuan harga dilakukan dengan 

memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridai, maka tindakan 

                                                 

18
 Muhammad Birusman Nuryadin, “Harga dalam Perspektif Islam”, dalam Jurnal 

Mazahib, Volume 6., No. 2., (2007), h. 86. 

19
 Wiliem J. Stanton, Prinsip Pemasaran, (Jakarta: Erlangga, 1984), Jilid I, Cet. Ke-7, h. 

306-307.  

20
 Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 87. 
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ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun jika penetapan harga ini 

menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan 

Undang-undang untuk tidak menjual di atas harga resmi, maka hal ini 

diperbolehkan dan wajib diterapkan.
21

 Dengan demikian, penetapan harga 

wajib dilakukan agar pedagang menjual harga yang sesuai demi tegaknya 

keadilan sebagaimana diminta oleh Allah.
22

 

Para ulama berbeda pendapat mengenai boleh atau tidaknya negara 

menetapkan harga. Sebagian ulama menolak peran negara dalam 

menentukan harga, sebagian ulama lain membenarkan negara untuk 

menetapkan harga. 

Hukum asal yaitu tidak ada penetapan harga (al-tas'ir) ini 

merupakan kesepakatan para ahli fikih. Imam Hambali dan Imam Syafi'i 

melarang untuk menetapkan harga karena menyusahkan masyarakat. 

Sedangkan Imam Maliki dan Hanafi memperbolehkan penetapan harga 

untuk barang-barang sekunder.  

Mekanisme penentuan harga ini dalam Islam sesuai dengan 

Maqashid al-Syariah, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari 

kerusakan di antara manusia. Apabila Rasulullah saat itu langsung 

menetapkan harga tertentu dengan dalih Maqashid al-Syariah, maka 

penentuan harga menjadi suatu keharusan. 
23

 

Dalam konsep Islam yang paling jelas adalah harga ditentukan oleh 

permintaan dan penawaran. Keseimbangan itu akan terjadi apabila pembeli 

dan penjual bersikap saling rela antara satu dengan yang lainnya. Jadi 

dapat dikatakan bahwa, harga itu ditentukan oleh kemampuan si pejual 

                                                 

21
 Muhammad Birusman Nuryadin, op. cit., h. 93.  

22
 Ibid., h. 94. 

23
 Ibid., h. 7. 
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untuk mempertahankan barangnya dan kemampuan pembeli untuk 

mendapatkan harga barang tersebut dari penjulanya. 

Dalam menetapkan harga Ibnu Taimiyah berpatokan pada kekuatan 

pasar, dalam hal ini hukum permintaan dan penawaran. Keseimbangan 

harga dapat tercipta apabila salah satu pihak tidak mengalami kerugian. 

Pemikiran Ibnu Taimiyah ini juga sejalan dengan pemikiran-pemikiran 

tokoh ekonomi Islam yang lainnya seperti Ibnu Khaldun. Hanya saja Ibnu 

Taimiyah menekankan bahwa jika harga berjalan sesuai dengan kekuatan 

pasar maka pemerintah tidak diperbolehkan ikut campur dalam penetapan 

harga, tetapi jika mekanisme penetapan harga tidak berjalan normal dan 

ada unsur kezholiman di dalamnya maka pemerintah disarankan untuk 

melakukan kontrol harga. 

Pada masa Khulafah Rayiddin, para Khalifah pernah melakukan 

intervansi pasar, baik pada sisi supply maupun demand. Intervansi yang 

dilakukan para Khalifah dari sisi supply adalah mengatur jumlah barang 

yang ditawarkan seperti yang dilakukan oleh Khalifah Umar Ibn al-Khatab 

ketika mengimpor gandum dari Mesir untuk mengendalikan harga gandum 

di Madinah. Sedangkan intervensi disisi demand dengan menanamkan 

sikap sederhana dan menjauhkan diri dari sifat konsumarisme.
24

 

Dalam Fiqh Muamalah dikenal dua istilah berbeda mengenai harga 

suatu barang, yaitu as-saman dan as-sir. As-saman merupakan patokan 

harga suatu barang, sedangkan As-si'r merupakan harga yang berlaku 

secara aktual di dalam pasar. Ulama fiqih membagi as-si'r menjadi dua 

macam. Pertama, harga yang berlaku secara alami tanpa campur tangan 

                                                 

24
 Kamalia, “Mekanisme Penetapam Harga dalam Pandangan Ekonomi Islam (Studi 

Kasus pada Pedagang Asongan di Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru)”, (Skripsi: Universitas 

Islam Riau, 2011), h. 30-31. 



17 

 

 

pemerintah. Kedua, harga suatu barang komoditas yang ditetapkan oleh 

pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi 

pedagang maupun produsen serta melihat keadaan ekonomi yang rill dan 

daya beli masyarakat.
25

 

Kejujuran sangatlah penting dalam penetapan suatu harga, karena 

jujur merupakan suatu kunci untuk menghasilkan produk-produk yang 

mengandung nilai-nilai kemaslahatan umat manusia. 

6. Tujuan Penetapan Harga 

Penetapan harga yang tepat pada suatu barang akan membawa 

dampak yang sangat besar bagi penjual maupun pembeli, sementara tujuan 

utama penetapan harga adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mendapatkan pangsa pasar 

Hal ini sangat berhubungan dengan target penjualan suatu 

barang. Sebagian usaha menetapkan harga yang relatif murah dan 

kualitas yang baik sebagai salah satu daya penarik bagi konsumen. 

Pada umumnya konsumen lebih memilih barang dengan harga murah 

dan kualitas yang bagus. Namun satu sisi pedagang harus 

memperhitungkan modal dan keuntungan yang didapat. 

b. Meningkatkan keuntungan 

Dalam ekonomi Islam mengambil keuntungan terlalu banyak 

dilarang karena termasuk pembodohan konsumen. Dalam Islam boleh 

mengambil keuntungan yang besar, asalkan bukan pada barang 

                                                 

25
 Putri Indah Yunengsih, et.al., “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Jual Beli Gas Elpiji 3 

Kg Melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET)” dalam Sharia Economic Law, Volume 2., No. 1., 

(2022), h.268. 
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kebutuhan pokok serta harus memenuhi syarat dan keuntungan yang 

didapatkan itu bukan dengan cara menimbun (ihtikar). 

c. Menjaga loyalitas konsumen 

Dalam penetapan harga harus mengambil banyak pertimbangan 

yaitu untuk menjaga loyalitas konsumen agar terus membeli barang 

atau suatu produk di pedagang tersebut.
26

 

7. Penetapan Harga Pasar Oleh Pemerintah 

Pemerintah merupakan lembaga eksekutif yang artinya mempunyai 

kekuasaan di bidang pemerintahan.
27

 Penetapan harga yang dilakukan 

pemerintah berawal dari kajian sejarah dimana pada masa Rasulullah Saw, 

keadaan pasar dan perdagangan sangat pesat. Pada saat itu, Rasulullah Saw 

menolak permintaan para sahabat untuk membatasi harga barang yang 

mahal, karena biarkan terjadi akibat adanya dorongan yang alami dari 

permintaan dan penawaran.
28

 Meskipun ada dasar yang melarang 

menetapkan harga, namun muncul kasus-kasus baru dimana para pelaku 

pasar justru melakukan praktik monopoli, kedzaliman terhadap suatu harga 

barang. Maka dari itu, muncul gagasan dan pendapat para ulama untuk 

memperbolehkan pemerintah dalam mengintervensi pasar dengan tujuan 

kemaslahatan. 

                                                 

26
 Ade Irma Dwiratnaningrum, “Mekanisme Penetapan Harga dalam Pandangan Islam”, 

dalam Jurnal Research Business and Economics Studies, Volume 3., No. 1., (2022), h.47-48. 

27
 Jimly Assiddiqie, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 

2017), h. 344. 

28
 Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekomoni Islam Perspektif 

Maqashid al-Syariah, (Jakarta: Media Group, 2014), h. 201. 
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Pemerintah dalam menentukan harga pasar terbagi menjadi dua, 

yaitu: 

1. Secara langsung, pemerintah menetapkan harga pasar dengan 

penetapan harga minimum (floor price) dan harga maksimum (ceiling 

price). Penetapan harga minimum ini dilakukan agar tengkulak yang 

membeli produk di luar harga yang telah di tetapkan pemerintah. 

Sementara penetapan harga maksimum atau harga eceran tertinggi 

(HET) bertujuan untuk melindungi konsumen dari harga yang terlalu 

tinggi di luar daya beli masyarakat. 

2. Secara tidak langsung, pemerintah melakukan kebijakan pajak atau 

pemberian subsidi. Kebijakan penetapan pajak diterapkan untuk 

mengenakan pajak yang berbeda-beda untuk berbagai komoditas. 

Sementara pembentukan harga pasar melalui subsidi diberukan 

pemerintah kepada perusahan-perusahaan untuk menekan biaya 

produksi, sehingga mampu bersaing terhadap produk impor.
29

 

8. Harga Eceran Tertinggi (HET) 

Harga eceran tertinggi atau HET merupakan suatu bentuk kebijakan 

harga yang ditetapkan pemerintah terhadap suatu barang atau produk. Di 

antara jenis kebijakan intervensi harga yang dilakukan oleh pemerintah 

dibedakan menjadi dua, yaitu: 

 

                                                 

29
 Kabar Haria, “Peran Pemerintah dalam Menentukan Harga Pasar”, artikel dari 

https://kumparan.com/kabar-harian/peran-pemerintah-dalam-menentukan-harga-pasar-

1x24dtbSX0p/4. Diakses pada tanggal 22 Juni 2023. 

https://kumparan.com/kabar-harian/peran-pemerintah-dalam-menentukan-harga-pasar-1x24dtbSX0p/4
https://kumparan.com/kabar-harian/peran-pemerintah-dalam-menentukan-harga-pasar-1x24dtbSX0p/4
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a. Penetapan harga di atas harga pasar 

Kebijakan ini menetapkan harga pada suatu tingkat di atas 

harga pasar dengan tujuan untuk melindungi produsen dari harga yang 

memadai bahkan merugi. Hal ini dilakukan karena harga yang terjadi 

atas kekuatan pasar dipandang tidak menguntungkan produsen 

sehingga harus dinaikkan oleh pemerintah. Contohnya adalah 

kebijakan floor price dalam kebijakan harga dasar gabah untuk 

menjaga stabilitas harga beras di musim panen.
30

 

b. Penetapan harga di bawah harga pasar 

Mekanisme kebijakan ini adalah kebalikan dari sebelumnya, 

dimana pemerintah menetapkan harga lebih rendah daripada harga 

pasar. Hal ini bertujuan agar melindungi konsumen dari harga yang 

terlalu tinggi. Namun di sisi lain, harga ini jelas tidak menguntungkan 

sehingga kemungkinan akan susah untuk melepas barangnya ke pasar. 

Salah satu kebijakan yang populer dengan mekanisme ini adalah 

kebijakan harga tertinggi (Ceiling Price). Dalam kebijakan ini, 

pemerintah memberikan batasan tertinggi harga dari suatu barang, 

tetapi masih berada di bawah harga pasar yang seharusnya. Diketahui 

bahwa Harga Eceran Tertinggi (HET) merupakan salah satu bentuk 

penetapan harga maksimum (Ceiling Price) yang ditetapkan oleh 

pemerintah dan dapat dimaknai sebagai batas tertinggi harga 

                                                 

30
 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2014), h. 337-341. 
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penjualan yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha khususnya 

produsen.
31

 

9. Minyak Goreng Minyakita 

Minyak goreng yang dikonsumsi oleh masyarakat adalah minyak yang 

berasal dari lemak tumbuhan atau hewan yang dimurnikan dan berbentuk 

cair dalam suhu kamar dan biasanya digunakan untuk menggoreng bahan 

makanan.
32

 Terdapat berbagai macam tanaman sebagai sumber pembuatan 

minyak goreng dan salah satunya adalah dari tanaman kelapa sawit.  

Terdapat dua jenis minyak goreng yaitu, minyak goreng curah dan 

minyak goreng kemasan. Minyak goreng kemasan mengalami dua kali 

penyaringan sedangkan minyak goreng curah hanya mengalami satu kali 

penyaringan. Minyak goreng curah merupakan minyak goreng yang dijual 

ke pasar tanpa menggunakan merek dan label diukur dalam satuan massa 

(kilogram) dan minyak goreng kemasan merupakan minyak goreng yang 

diukur dalam satuan volume (liter) dan menggunakan kemasan, merek 

serta label produk. Minyak kemasan biasanya memiliki mutu yang lebih 

tinggi dibandingkan minyak goreng curah. Salah satu merek minyak 

goreng kemasan ini adalah minyak goreng merek Minyakita. 

Minyak goreng Minyakita memiliki kebijakan yang selanjutnya 

disebut dengan program Minyakita, hal ini diatur dalam dua teknis, yaitu 

Peraturan Menteri Keuangan No. 231/PMK.011/2008 tentang Pajak 

                                                 

31
 Ibid. 

32
 Yeni Kusumawaty, et.al., “Sikap dan Perilaku Konsumen Minyak Goreng Curah dan 

Kemasan di Kota Pekanbaru” dalam Jurnal Ecodemica, Volume 3., No. 2., (2019), h. 113.  
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Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Minyak 

Goreng Sawit dalam Negeri untuk Tahun Anggaran 2009 dan Peraturan 

Menteri Perdagangan No. 02/M-DAG/PER/1/2009 tentang Minyak 

Goreng Kemasan Sederhana.
33

 Program Minyakita merupakan program 

kerjasama antara pemerintah dengan produsen minyak goreng nasional 

untuk menyediakan produk minyak goreng kemasan sederhana yang lebih 

higienis dan terjangkau bagi masyarakat luas.  

Dalam pendistribusiannya, minyak goreng bentuk kemasan merek 

Minyakita harus memenuhi beberapa ketentuan. Hal ini tertuang dalam 

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 

2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat. Dalam pasal 8 

ayat (1) disebutkan bahwa pada masing-masing kemasan harus 

menggunakan merek Minyakita, kemasan yang dijual menggunakan 

ukuran 1 (satu) liter, 2 (dua) liter, dan 5 (lima) liter, harus mencantumkan 

informasi harga eceran tertinggi (HET) pada setiap kemasan, serta 

menggunakan kemasan tidak mudah rusak dalam bentuk kemasan bantal 

(pillow pack), standing pouch, botol dan jerigen.
34

 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai penelitian ini, penulis 

mengambil beberapa skripsi terdahulu yang berkaitan dengan jual beli 

melebihi harga eceran tertinggi. 

                                                 

33
 Ketut Sunarta, “Analisis Kebijakan Stabilisasi Harga Minyak Goreng Indonesia” dalam 

Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi Fakultas Ekonomi (JIMAFE), Volume 1., (2010), h. 8. 

34
 Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2022 

tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat, Pasal 8 Ayat (2). 
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Pertama, skripsi yang ditulis oleh Vivin Najihah Hukum Ekonomi 

Syariah dengan judul “Pelanggaran Harga Eceran Tertinggi (HET) atas Obat 

Generik ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam”. Skripsi ini 

berkesimpulan bahwa pelanggaran HET atas obat generik oleh pemilik toko di 

Desa Karangsono terjadi karena penetapan harga jual yang didasarkan adanya 

harga kulakan dan perbedaan sistem penjualan.
35

 

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Maldini Evan Hukum Perdata dengan 

judul “Tinjauan Hukum Jual Beli Gas Elpiji 3 Kg Melebihi Harga Eceran 

Tertinggi (HET) yang ditentukan Pemerintah Berdasarkan Undang-undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kecamatan Peranap 

Kabupaten Indragiri Hulu”. Skripsi ini berkesimpulan bahwa pihak pangkalan 

yang menjual gas elpiji 3 kg yang melebihi harga eceran tertinggi telah 

merugikan pihak masyarakat yang dalam hal ini merupakan konsumen.
36

 

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Miftahurrahman Hukum Ekonomi 

Syariah dengan judul “Penetapan Harga di Atas Harga Eceran Tertinggi 

pada Penjualan Gas LPG 3 Kg oleh Pangkalan LPG Pertamina”. Skripsi ini 

berkesimpulan bahwa penetapan harga di atas harga eceran tertinggi pada 

penjualan gas LPG 3 kg oleh pangkalan LPG Pertamina di Kecamatan Daha 

Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilakukan secara sepihak dan penetapan 

harga yang dilakukan pangkalan tidak sesuai dengan peraturan Gubernur 

                                                 

35
 Vivin Najihah, “Pelanggaran Harga Eceran Tertinggi (HET) atas Obat Generik 

ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam”, (Skripsi: IAIN Tulungagung, 2018), h. 107. 

36
 Maldini Evan, “Tinjauan Hukum terhadap Jual Beli Gas Elpiji 3 Kg Melebihi Harga 

Eceran Tertinggi (HET) yang ditentukan Pemerintah Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu”, 

(Skripsi: UIR Pekanbaru, 2020), h. 86. 
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Kalimantan Selatan No.188.44/047/KUM/2015 dan dalam hukum Islam 

perbuatan penetapan harga dilakukan oleh pangkalan tidak diperbolehkan.
37

 

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Sri Lista Aprianti Ekonomi Syariah 

dengan judul “Dampak Penetapan Harga Gas LPG 3 Kg terhadap Daya Beli 

Masyarakat di Desa Muara Jalai Kabupaten Kampar ditinjau Menurut 

Ekonomi Syariah”. Skripsi ini berkesimpulan bahwa penetapan harga terhadap 

jual beli gas LPG 3 kg yang melebihi harga eceran tertinggi menurunkan daya 

beli masyarakat dan berdasarkan tinjaua ekonomi yang ditetapkan penjual 

tidak sesuai dengan syariat Islam.
38

 

Kelima, skripsi yang ditulis Ratna Hukum Ekonomi Syariah dengan 

judul “Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 tentang 

Penetapan Harga Eceran tertinggi Minyak Goreng Sawit Perspektif Hukum 

Islam”. Skripsi ini berkesimpulan bahwa pencabutan peraturan ini tidak 

bertentangan dengan hukum Islam dan penetapan harga melalui peraturan ini 

juga tidak menunjukan perubahan yang signifikan karena harga minyak 

goreng di pasaran masih belum sesuai dengan harga eceran tertinggi yang 

telah ditetapkan dan terjadi kelangkaan pasokan minyak di pasaran.
39

 

 

  

                                                 

37
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Gas LPG 3 Kg oleh Pangkalan LPG Pertamina”, (Skripsi: UIN Antasari, 2022), h. 74. 

38
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(Skripsi: UIN Suska Riau, 2022), h. 76. 

39
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Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit Perspektif Hukum Islam”, (Skripsi: UIN 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan 

(field research) yang mengkaji tentang jual beli minyak goreng Minyakita 

yang melebihi harga eceran tertinggi (HET) di Pasar Selasa Tuah Karya 

Panam Kota Pekanbaru. Penelitian yang dilakukan penulis merupakan 

penelitian kualitatif berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Metode 

pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan metode empiris yakni 

metode kasuistik atau studi kasus. Metode ini digunakan untuk mengambarkan 

ciri-ciri suatu keadaan dengan lengkap. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Pada penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Pasar Selasa 

Tuah Karya Panam Kota Pekanbaru terhadap jual beli minyak goreng 

Minyakita yang melebihi harga eceran tertinggi (HET). 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian  

1. Subjek penelitian  

 Subjek disini adalah pihak yang terkait, yaitu penjual dan pembeli 

minyak goreng merek Minyakita. 

2. Objek Penelitian 

 Sebagai objek dari penelitian ini adalah jual beli minyak goreng 

Minyakita yang melebihi harga eceran tertinggi (HET) di Pasar Selasa 

Tuah Karya Panam Kota Pekanbaru. 
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D. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langung dari subjek 

penelitian, yaitu pedagang minyak goreng Minyakita dan pembeli minyak 

goreng Minyakita. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang 

sudah ada seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan 

dengan penelitian, serta hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, 

tesis, dan peraturan perundang-undangan. 

 

E. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Sedangkan sampel 

merupakan sebagian kecil dari populasi objek yang akan diteliti. Populasi 

dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat dalam transaksi jual beli 

minyak goreng merek Minyakita yaitu pedagang dan pembeli. Dalam 

penelitian ini, penulis memperoleh jumlah populasi pedagang sebanyak 120 

orang berdasarkan keterangan dari juru tagih UPT Pasar Selasa Panam Kota 

Pekanbaru dan penulis tidak menemukan data yang pasti mengenai berapa 

jumlah populasi pembeli. 

Menurut Arikunto (2017: 173) apabila subjek kurang dari 100, maka 

seluruh populasi menjadi sampel penelitian, tetapi jika subjeknya lebih dari 

100 maka dapat diambil 10-15% atau 15-25%. Berdasarkan definisi di atas, 

maka hasil penjumlahan sampel penelitian ini adalah 120 x  10% = 12, 
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sehingga penulis mengambil sampel sebanyak 12 orang yang terdiri dari 4 

penjual minyak goreng merek Minyakita dan 8 orang pembeli minyak goreng 

merek Minyakita. 

Teknik sampling yang penulis gunakan, yaitu accidental sampling 

yang merupakan metode penentuan sampel tanpa sengaja (accidental), 

peneliti mengambil sampel yang kebetulan ditemuinya pada saat itu dan 

sesuai dengan karakteristik. 

Adapun yang menjadi karakteristik dalam penelitian ini antara lain: 

a. Pedagang yang menjual minyak goreng merek Minyakita; 

b. Pembeli yang membeli minyak goreng merek Minyakita. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang 

bertujuan agar data-data yang dikumpulkan relevan dengan permasalahan 

penelitian. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan: 

a. Observasi, metode ini merupakan teknik pengumpulan data dengan 

melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala 

atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Dalam hal ini, penulis 

langsung melakukan observasi ke lokasi penelitian. 

b. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya atau 

pewawancara dengan penjawab atau responden dengan menggunakan 
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alat.
40

 Sumber informasi yang akan penulis wawancarai diantaranya adalah 

penjual dan pembeli minyak goreng merek Minyakita. 

c. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung 

ditujukan pada subjek peneliti, namun melalui dokumen.  

d. Studi Pustaka adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk 

menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan 

atau sedang diteliti. Informasi biasanya didapatkan dari buku-buku ilmiah, 

laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-

peraturan, dan sumber-sumber tertulis baik yang tercetak maupun 

elektronik.
41

 

 

G. Metode Analisis Data 

Analisis data merupakan salah satu langkah dalam kegiatan penelitian 

yang sangat menentukan ketepatan dan keshahihan hasil penelitian.
42

 Metode 

analisis data yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif yaitu data-data yang 

berupa informasi dan uraian yang dikaitkan dengan data-data lain untuk 

memperoleh kejelasan dan diolah dalam bentuk kata-kata dan kalimat. 

 Setalah data-data telah terkumpul, penulis menyusun data menggunakan 

metode sebagai berikut: 

                                                 

40
 Moh. Nasir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), h. 193. 

41
 Abdurrahman Misno Bambang Prawiro dan Ahmad Rifai, Metode Penelitian 

Muamalah, (Jakarta: Penerbit Salemba Diniyah, 2018), h. 81. 

42
 A. Muri Yusuf, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan, 

(Jakarta: Kencana, 2014), Cet. Ke-4, h. 255. 
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a. Deskriptif, merupakan metode mendeskripsikan atau menggambarkan 

data-data dari sebuah data yang telah dikumpulkan ke dalam suatu catatan. 

Metode ini mengamati sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

b. Deduktif, metode ini peneliti memaparkan data yang bersifat umum dan 

disimpulkan menjadi data yang bersifat khusus. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terhitung semenjak awal oktober 2021 lalu, harga minyak goreng di 

Indonesia mengalami kenaikan secara signifikan. Hal ini membuat 

masyarakat kebingungan dalam memenuhi kebutuhan akan minyak goreng. 

Tingginya permintaan dan rendahnya penawaran membuat minyak goreng 

semakin susah untuk di cari dan harganya sangat melonjak tinggi. 

Kelangkaan akan minyak goreng ini disebabkan beberapa faktor seperti 

adanya kenaikan harga minyak nabati dunia, serta terganggungnya alur 

logistik dalam penyaluran minyak goreng kepada masyarakat. Menjawab 

dari keresahan masyarakat terhadap mahalnya harga minyak goreng, 

pemerintah mengeluarkan peraturan baru, yaitu Peraturan Menteri 

Perdagangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata 

Kelola Program Minyak Goreng Rakyat. Dimana dalam peraturan menteri 

tersebut dijelaskan bahwa pemerintah menetapkan harga minyak goreng 

subsidi dalam bentuk kemasan dengan merek Minyakita sebesar Rp. 

14.000 per liternya dan miyak goreng curah sebesar Rp. 15.000 per 

kilogramnya. Namun, harga yang maksimum yang telah ditetapkan Menteri 

Perdagangan ini tidak di laksanakan oleh para pedagang yang ada di Pasar 
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Selasa Panam Kota Pekanbaru. Para Pedagang menjual minyak goreng 

merek Minyakita di atas harga eceran tertinggi (HET). 

2. Ada banyak faktor yang menyebabkan para pedagang di Pasar Selasa 

Panam Kota Pekanbaru ini menjual minyak goreng merek Minyakita di 

atas harga yang telah di tetapkan. Berdasarkan hasil penelitian, para 

pedagang menjual Minyakita di harga Rp. 14.500 sampai dengan Rp. 

15.000, ini merupakan harga yang berbeda yang telah di tetapkan dalam 

peraturan. Faktor yang menyebabkan pedagang menjual Minyakita 

melebihi harga eceran tertinggi (HET), yaitu tingginya modak yang di 

dapatkan pedagang dari sale. Para sales menjual Minyakita dengan harga 

Rp. 13.700 sampai dengan Rp. 14.000, hal ini membuat pedagang tidak 

bisa menjual sesuai ketetapan Menteri Perdagangan, padahal harga yang 

ditetapkan untuk menjual kepada pedagang sebesar Rp. 12.500. 

3. Menurut fiqh muamalah, transaksi yang dilakukan dalam jual beli minyak 

goreng Minyakita yang melebihi harga eceran tertinggi ini termasuk dalam 

tas’ir al-jabbari, yaitu harga yang ditetapkan oleh pemerintah, hal ini 

boleh dilakukan asal memenuhi beberapa ketentuan, salah satunya apabila 

terjadi kedzaliman harga di Pasar. Jual beli minyak goreng Minyakita yang 

melebihi harga eceran tertinggi ini masuk ke dalam bai’al-musawah 

dimana penjual dan oembeli melakukan kesepakatan harga terhadap suatu 

barang, akan tetapi pedagang atau penjual tidak memberi tahu harga pokok 

atau harga aslinya. Dari hasil penelitian, pembeli ridho atas harga yang 
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telah ditetapkan oleh pedagang walaupun melebihi harga yang tercantum 

pada setiap kemasan. 

 

B. Saran 

Melihat di lapangan, penetapan harga jual beli terhadap minyak goreng 

Minyakita di Pasar Selasa Panam Kota Pekanbaru, penulis menyarankan: 

1. Bagi para sales yang menjual minyak goreng Minyakita, diharapkan bisa 

menjual minyak goreng tersebut kepada para pedagang dengan harga 

modal yang telah dianjurkan, agar pedagang bisa menjalankan Peraturan 

Menteri Perdagangan untuk menjual Minyakita sesuai dengan harga 

eceran tertinggi (HET). 

2. Bagi para mahasiswa dan masyarakat umum, diharapkan penelitian ini 

menjadi salah satu informasi dan wawasan ilmu. Dan adanya penelitian 

ini mampu mendorong penelitian yang lebih baru dan bagus.   
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LAMPIRAN INSTRUMEN PENELITIAN 

INSTRUMEN WAWANCARA 

A. Pedagang Minyak Goreng MinyaKita 

1. Bapak/Ibu atas nama siapa?  

2. Berapakah  umur Bapak/Ibu? 

3. Sejak tahun berapa Bapak/Ibu berjualan di Pasar Selasa ini? 

4. Sejak kapan Bapak/Ibu menjual minyak goreng merek MinyaKita ini? 

5. Dimana Bapak/Ibu mendapatkan minyak goreng MinyaKita ini? Apakah ada pemasok 

yang resmi dari Pemerintah? 

6. Berapakah harga minyak goreng merek MinyaKita yang Bapak/Ibu jual saat ini? 

7. Berapakah modal yang Bapak/Ibu keluarkan untuk membeli minyak goreng merek 

MinyaKita ini? 

8. Apakah ada di beri batasan pembelian untuk perorangan terhadap minyak goreng merek 

MinyaKita ini? 

9. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa Pemerintah sudah menetapkan HET terhadap 

minyak goreng merek MinyaKita ini? 

10. Apakah Bapak/Ibu tau adanya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 

Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat, khususnya tentang 

penetapan HET terhadap minyak goreng curah dan minyak goreng merek MinyaKita ini? 

11. Apa yang menyebabkan harga minyak goreng MinyaKita yang Bapak/Ibu jual ini tidak 

sesuai dengan HET yang telah Pemerintah tetapkan? 

 

B. Pembeli Minyak Goreng MinyaKita 

1. Bapak/Ibu atas nama siapa? 

2. Berapakah umur Bapak/Ibu? 

3. Apakah Bapak/Ibu pengguna minyak goreng merek MinyaKita? 

4. Apakah alasan Bapak/Ibu menggunakan minyak goreng merek MinyaKita daripada 

minyak goreng lainnya? 

5. Berapa harga minyak goreng MinyaKita yang biasanya Bapak/Ibu beli di Pasar? 

6. Apakah Bapak/Ibu pernah membeli minyak goreng MinyaKita berbeda harganya antara 

tempat yang satu dengan yang lainnya di Pasar Selasa? 

7. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya penetapan HET untuk minyak goreng merek 

MinyaKita? 

8. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa penetapan HET yang ditetapkan itu terdapat dalam 

Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat? 

9. Apakah Bapak/Ibu pernah bertanya kepada pedagang kenapa menjual minyak goreng 

MinyaKita melebihi dari HET yang tertulis disetiap kemasan? 
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